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Menimbang :

Mengingat

i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAT
NOMOR 7' TAHUN 2005
TENTANG

KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2005
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis/penvesuaian akibat
tidak tercapainya target penerimaan Daerah vang ditetapkan/
terjadi kebutuhan vang mendesak, maka periu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2005:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, periu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Uaeran Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2005;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Daiam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Repubiik indonesia Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana teiah diubah dengan unaang—Unaang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bum: dan Bangunan

~ (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1994 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3685) sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4048):

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroiehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repubilik
indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Nomor 3688):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan {Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
4437) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2005 Nomor 22):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000
Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengeiolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Refribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumiah Komulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
serta Jumlah Komulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4287);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubilik indonesia
Tahun 2004 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2005 Nomor 4540);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah
Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 41 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pati Tahun 2005
Nomor 1);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2005 tentang
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Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005
Nomor 1);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun
2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

Menetapkan

dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PATI TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

b

B WN

Daerah adalah Kabupaten Pati:

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati:

Bupati adalah Bupati Pati;

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah
daiam periode tahun anggaran tertentu vang menjadi hak
Daerah;

Belanja Daerah adalah semua pengeiuaran Kas Daerah daiam
periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;

. Pembiayaan adaiah fransaksi keuangan daerah vyang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah
dan belanja Daerah:



